Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 62011

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan,

Pengurangan, dan Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah
ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau

Sanksi Administratif Pajak Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU 23 Tahun 2014; UU
1 Tahun 2022; PP 35 Tahun 2023; dan Perda 1 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pajak Daerah, secara spesifik mengenai tata cara,
prosedur, maupun persyaratan baik diberikan secara jabatan ataupun atas permohonan Wajib
Pajak dalam hal; keringanan pokok Pajak, pengurangan dan pembebasan pokok Pajak, serta
pengurangan dan pembebasan sanksi administratif Pajak. Dimana pengabulan atas permintaan

tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2025.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2005 Nomor 117);

b. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 105);

c. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 115);



. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak
Hiburan untuk Produksi Film Nasional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 111);

ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana
diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 165);
Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 203);

. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Rumah Sakit Swasta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 61015);

. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 61016);
Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan untuk
Produksi Film Nasional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2014 Nomor 71031);

ketentuan mengenai penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan
pembebasan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91
Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2014 Nomor 61045);

. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Cagar Budaya, Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2015 Nomor 71013);

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2016 Nomor 71004);



m. ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana
diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029);

n. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61015);

0. ketentuan mengenai pembebasan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 31 Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan,
Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah kepada Perwakilan Negara Asing,
Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61027);

p. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2018 Nomor 61001);

q. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan
Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek
Pajak yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71029);

r. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan
Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis
Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan,
Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil
Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia
dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2019 Nomor 61019);

s. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan
Pajak Daerah kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61043);



t.

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor
dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak yang
Disita oleh Instansi Penegak Hukum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2020 Nomor 71051);

ketentuan mengenai pembebasan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 7A,
Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 28,
Pasal 28 A, dan Pasal 28B Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan,
Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah kepada Perwakilan Negara Asing,
Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61002);
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan
Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar
Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil
Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara
Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor
61007);

Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Fiskal Daerah atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73020);
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Melayani
Kepentingan Umum di Bidang Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72011);

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan
Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022 Nomor 72028); dan

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai



Perolehan Objek Pajak sampai dengan Nilai Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 12013),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 26 him.



